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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pertimbangan Hakim 

1. Pengertian Pertimbangan Hakim  

Pertimbangan hakim adalah alasan-alasan hukum yang mendasari 

hakim dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara tertentu. 

Pertimbangan hakim meliputi serangkaian penalaran yuridis yang 

dilakukan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara. Proses ini melibatkan penguraian fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan, penafsiran norma-norma hukum yang relevan, dan 

menghubungkan norma hukum tersebut dengan fakta untuk 

menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang menjadi dasar putusan.  

Pertimbangan hakim merupakan tahapan majelis hakim dalam 

mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim adalah 

aspek terpenting dalam memutuskan nilai keadilan serta kepastian 

hukum. Undang-undang memuat kemashlahatan terhadap pihak yang 

terlibat, demikian pula dengan pertimbangan hakim harus disikapi secara 

cermat, baik serta hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tersebut tidak 

menyeluruh dalam memberikan kemashlahatan, maka pertimbangan serta 

putusan hakim dibatalkan Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
31

  

Hakim dalam mengadili sebuah perkara wajib adanya alat bukti, 

karena alat bukti digunakan pertimbangan hakim dalam menetapkan 

perkara. Alat bukti adalah tahapan pemeriksaan terpenting dalam suatu 

persidangan. Tujuan dari pembuktian untuk menegaskan kejadian yang 

diusulkan itu benar terjadi, sehingga diperoleh keputusan adil serta benar. 

Seorang hakim dilarang memberi keputusan sebelum jelas bahwa 
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kejadian itu benar-benar terjadi, sebelum membuktikan kebenaran, 

hingga terlihat ada hubungan hukum diantara para pihak.
32

 

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim  

Hakim merupakan pengukuh hukum, dengan putusannya dapat 

digunakan tolak ukur dalam mencapai keputusan hukum. Prinsip-prinsip 

dasar kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Pasal 24 dan 25 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab IX, serta dalam Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2019.  

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: 

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka 

untuk menjalankan peradilan demi penegakan hukum serta keadilan 

berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 demi terwujudnya rasa keadilan bagi bangsa Indonesia”.
33

  

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Kekuasaan kehakiman 

dilaksanakan Mahkamah Agung serta badan peradilan yang ada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.
34

  

Kekuasaan kehakiman berperan aktif dalam pelaksanaan dan 

pengembangan peraturan perundang-undangan melalui putusan-putusan 

hakim. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pembaharuan hukum yang 

terjadi melalui putusan hakim dapat dikategorikan sebagai bagian dari 

upaya reformasi hukum dalam arti law reform. Dalam konteks ini, 
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pembaharuan substansi hukum, terutama hukum tidak tertulis, 

diwujudkan melalui mekanisme penemuan hukum, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang 

Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kewenangan kepada hakim 

dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.
35

 Khususnya 

permasalahan yang belum diatur dalam hukum tertulis atau dalam hal 

perumusan peraturan yang kurang jelas dalam hukum tertulis.
36

  

Seorang hakim wajib adil saat memutuskan perkara hukum. 

Dalam mencapai keadilan, hakim wajib menggali fakta peristiwa yang 

diajukan dihadapannya, selanjutnya hakim akan menilai fakta-fakta itu 

dan menghubungkannya dengan aturan hukum yang ada. Hakim wajib 

memberikan keputusan, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa 

dan mengadili setiap kasus yang diajukan kepadanya, karena hakim 

dianggap tahu akan hukumnya.  

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: “Pengadilan tidak boleh 

menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan 

perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, 

melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya”.
37

 Pasal ini menegaskan 

asas ius curia novit, yang berarti hakim dianggap tahu akan hukumnya. 

Oleh karena itu, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu 

perkara meskipun hukum yang mengaturnya dianggap tidak ada atau 

kurang jelas. Hakim wajib mencari, menggali, dan menemukan hukum 

yang tepat untuk menyelesaikan perkara tersebut.  
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B. Poligami  

1. Pengertian Poligami  

Makna etimologis poligami adalah perkawinan di mana seorang 

suami menikahi lebih dari satu wanita pada saat yang sama. 

Konsekuensinya, istri-istri tersebut tetap menjadi tanggungan suami, 

tidak mengalami perceraian, dan status mereka sebagai istri tetap 

berlaku. Dalam pemahaman umum, poligami mengacu pada kondisi 

pernikahan seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri dalam 

waktu yang bersamaan, sedangkan monogami adalah bentuk perkawinan 

di mana seorang suami hanya memiliki seorang istri.
38

  

Istilah ta‟addud al-zaujati dalam literatur fiqih digunakan untuk 

menyebut poligami, yang secara harfiah berarti beristri banyak. Sudut 

pandang terminologi, poligami diartikan sebagai izin bagi seorang suami 

untuk menikahi dua, tiga hingga empat perempuan, asalkan mampu 

untuk berbuat adil. Kesepakatan ulama menetapkan bahwa jumlah istri 

dalam poligami tidak boleh melebihi empat.
39

  

Poligami yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa 

implementasinya seringkali menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 

Akibat dari penyimpangan, maka poligami yang terjadi jauh dari nilai-

nilai bijaksana dan tujuan luhur yang terkandung di dalamnya. Fenomena 

ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara izin poligami dalam 

ajaran Islam dan penerapannya di lapangan.  

Maraknya perkara dalam berpoligami menjadikan masyarakat 

tidak terkontrol, seolah-olah hanya mengikuti keinginan pribadi tanpa 

mempertimbangkan dan mematuhi persyaratan yang seharusnya 

dipenuhi. Kemudahan dalam melakukan poligami, bahkan dalam situasi 

tertentu dilakukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individual, 

terutama hasrat seksual.  
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Praktik yang demikian tentu berpotensi besar menimbulkan 

dampak negatif dan kemafsadatan, baik bagi individu yang bersangkutan 

maupun bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, tidak mengherankan 

apabila praktik poligami yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan dan 

dilandasi dengan kepentingan pribadi dapat memicu berbagai 

permasalahan dan kemafsadatan, baik dalam lingkup keluarga maupun 

sosial. 

2. Dasar Hukum Poligami  

a. Hukum Islam  

Dalil Al-Qur‟an tentang poligami:  

نَ النِّسَاۤءِ مَثْ نٰم  ى فاَنْكِحُوْا مَا طاَبَ لَكُمْ مِّ مم وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُ قْسِطوُْا فِِ الْيَتم
ثَ وَربُمعَ  تُمْ  فاَِنْ وَثُ لم لِكَ ادَْنٰمۤ ايَ َْ مَلَكَتْ  مَا اوَْ  فَ وَاحِدَةْ  تَ ع دِلُو ا اَلَّْ خِف  انُكُمْ ذم

 40اَلاَّ تَ عُوْلُوْا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), 

maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 

empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, 

maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang 

kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat 

zalim. (Q.S. An-Nisa‟: 3).
41

  

 

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah 

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan 

tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) 

seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang 

demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat dzalim.
42
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Syekh Quraish Shihab: Dan jika kamu takut tidak akan dapat 

berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim (apabila kamu menikahi 

mereka), maka nikahilah yang kamu senangi dari wanita-wanita (lain): 

dua, tiga atau empat. Lalu, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 

adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya wanita yang 

kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 

berbuat aniaya.
43

  

Al-Qur‟an hanya memberikan izin terbatas untuk berpoligami, 

yang diibaratkan sebagai jalan sempit bagi individu yang memiliki 

kebutuhan mendesak dengan persyaratan yang ketat. Oleh karena itu, 

diskusi mengenai poligami dalam perspektif Al-Qur‟an sebaiknya 

tidak difokuskan pada penilaian ideal atau dikotomi baik dan buruk, 

melainkan dipahami dalam konteks penetapan hukum yang 

mengakomodasi berbagai situasi yang mungkin timbul.  

Hadits yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud dan Sunan 

Ibnu Majah dari Qais Ibnu Al-Harits: 

صَلَّى  عن قيس بن الحارث قال: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثََاَنِ نِسْوَةٍ، فأَتََ يْتُ النَّبَِّ 
هُنَّ أرَْبَ عًا اللُْ رواه أبو داود   .عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَذكََرْتُ ذَلِكَ لَوُ، فَ قَالَ: اخْتَ رْ مِن ْ

 44 وابن ماجو

Artinya: Dari Qais bin Al-Harits, berkata: Aku masuk Islam dan aku 

memiliki delapan istri. Lalu aku mendatangi Nabi Shallallahu „Alaihi 

wa Sallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda: 

Pilihlah empat di antara mereka. (H.R. Sunan Abu Dawud dan Sunan 

Ibnu Majah).  

 

Perintah Nabi Muhammad SAW. kepada seorang sahabat yang 

baru masuk Islam dan memiliki delapan istri untuk memilih empat di 
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antaranya dan menceraikan sisanya. Hadits ini menjadi dasar dalam 

syariat Islam mengenai batasan maksimal jumlah istri adalah empat.  

b. Hukum Positif  

Hukum positif di Indonesia menjunjung tinggi asas monogami 

dalam perkawinan. Namun, terdapat pengecualian dalam berpoligami, 

dengan izin dari Pengadilan dan dipenuhinya serangkaian persyaratan 

yang ketat. Dasar hukum positif di Indonesia mengenai poligami 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) menegaskan pada asasnya bahwa dalam 

perkawinan, seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri. 

Pasal 3 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap asas ini, 

menyatakan bahwa Pengadilan memiliki wewenang untuk 

memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu, 

dengan catatan hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan.
45

  

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa suami 

yang berkeinginan untuk beristri lebih dari satu wajib mengajukan 

permohonan izin kepada pengadilan di wilayah domisilinya. Pasal 4 

ayat (2) menjabarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar 

Pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, 

meliputi kondisi di mana istri tidak mampu melaksanakan 

kewajibannya sebagai seorang istri, istri mengalami cacat badan atau 

menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak 

dapat memberikan keturunan.
46

  

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa permohonan tersebut 

wajib dilampiri dengan persetujuan dari istri atau istri-istri yang telah 
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ada, bukti kemampuan suami dalam menjamin kebutuhan hidup 

seluruh istri dan anak-anaknya, serta jaminan dari suami bahwa akan 

berlaku adil terhadap mereka. Pasal 5 ayat (2) memberikan 

pengecualian terhadap kewajiban persetujuan istri, yakni persetujuan 

dari istri tidak selalu dibutuhkan dalam beberapa situasi. Hal ini 

berlaku jika istri tidak dapat dimintai persetujuannya, tidak bisa 

menjadi bagian dari perjanjian, atau tidak ada kabar darinya selama 

minimal dua tahun. Selain itu, persetujuan juga bisa dikesampingkan 

jika ada alasan lain yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim 

Pengadilan.
47

  

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) turut mempertegas 

dan merinci ketentuan mengenai poligami bagi umat Islam. Pasal 55 

ayat (1) menyatakan bahwa jumlah istri seorang pria dalam waktu 

yang bersamaan dibatasi maksimal empat orang. Pasal 55 ayat (2) 

menekankan bahwa syarat fundamental untuk beristri lebih dari satu 

adalah kemampuan suami untuk berlaku adil kepada seluruh istri dan 

anak-anaknya; jika syarat ini tidak terpenuhi, maka suami dilarang 

melakukan poligami. Pasal 56 ayat (1) mewajibkan adanya izin dari 

pengadilan agama bagi seorang suami yang berkeinginan untuk 

beristri lebih dari satu, dan Pasal 56 ayat (3) menegaskan bahwa 

perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat yang dilakukan 

tanpa izin dari pengadilan agama tidak memiliki kekuatan hukum.
48

   

3. Syarat-Syarat Poligami  

Dalam konteks berpoligami, terdapat dua syarat yaitu:  
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a. Syarat alternatif, seorang suami harus memenuhi salah satu dari 

kondisi-kondisi berikut sebagai syarat alternatif: Pertama, istri tidak 

dapat melaksanakan kewajibannya, yang mungkin disebabkan oleh 

sakit parah yang berkepanjangan atau kondisi lain yang 

menghalanginya. Kedua, istri mengalami cacat badan atau menderita 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menghambatnya 

dalam menjalankan perannya dalam rumah tangga. Ketiga, istri tidak 

dapat memberikan keturunan, dalam beberapa pandangan dianggap 

sebagai salah satu tujuan utama pernikahan.
49

 Jika salah satu dari 

ketiga kondisi ini terpenuhi, maka suami dapat mempertimbangkan 

untuk berpoligami.  

b. Syarat kumulatif. Syarat-syarat tersebut meliputi: Pertama, adanya 

persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya sebagai bentuk 

penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Kedua, 

adanya kepastian bahwa suami memiliki kemampuan finansial yang 

cukup untuk menjamin keperluan hidup seluruh istri dan anak-

anaknya. Ketiga, adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil 

terhadap semua istri dan anak-anaknya, baik dalam hal materi, waktu, 

perhatian, maupun kasih sayang.
50

 Syarat kumulatif ini harus dipenuhi 

secara bersamaan agar praktik poligami dapat dibenarkan.  

C. Perkawinan Hamil di Luar Kawin  

1. Pengertian Perkawinan Hamil di Luar Kawin  

Perkawinan memiliki definisi yang jelas dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri 
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dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
51

  

Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut hukum 

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan 

ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah serta melaksanakannya 

merupakan ibadah.
52

 Perkawinan sah sangat ditekankan agama Islam. 

Harapan dari perkawinan sah akan terwujud keluarga yang memiliki 

ketenangan (sakinah), sehingga Allah menjadikan rasa saling mencintai 

di antara keduanya yang didasari oleh rasa cinta kasih sayang 

(mawaddah) dan Allah akan menumbuhkan rasa saling menjaga di antara 

suami istri yang sudah menikah, didorong oleh keinginan untuk 

melindungi satu sama lain dari hal-hal buruk. Dalam konteks ini, 

tumbuhnya anugerah Illahi yang mencakup keberadaan anak, belas kasih, 

dan perlindungan timbal balik dalam rumah tangga (rahmah). 

Pensyari‟atan nikah ini tentunya memiliki tujuan-tujuan luhur yang 

ditetapkan oleh Allah SWT.  

Istilah hamil memiliki akar kata dari bahasa Arab, haml atau 

kandungan. Secara harfiah, kata ini dapat dimaknai sebagai beban yang 

berat (himl), merujuk pada aspek fisik yang terlihat. Namun, secara batin 

atau tidak tampak, mengacu pada isi atau kandungan yang ada di 

dalamnya (haml). Dengan demikian, hamil diartikan sebagai kondisi 

seorang perempuan yang sedang mengandung anak (janin) di dalam 

rahimnya, sebagai hasil dari pembuahan yang terjadi setelah hubungan 

seksual.  

Adapun frasa “di luar nikah” mengacu pada suatu perbuatan atau 

kondisi yang terjadi sebelum adanya akad (ikatan) pernikahan sah 

menurut syari‟at Islam. Oleh karena itu, perkawinan hamil di luar nikah 

yang dimaksud yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 
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sebagai suami istri, di mana pihak wanita telah mengandung janin dari 

hubungan seksual yang terjadi di luar perkawinan yang sah menurut 

ajaran Islam. 

2. Hukum Perkawinan Hamil di Luar Kawin  

Kompilasi Hukum Islam Bab VIII Pasal 53 mengatur tentang 

nikah hamil yang terdiri dari tiga ayat: 

a. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki 

yang menghamilinya.  

b. Perkawinan dengan wanita hamil seperti yang disebutkan pada ayat 1 

dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.  

c. Dengan dilangsungkannya perkawinan saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.
53

  

Ketentuan Pasal 53 KHI ini seringkali menjadi kontroversial dan 

menimbulkan perdebatan luas. Pihak yang kontra merasa keberatan 

karena menilai ketentuan ini terlalu longgar dan kompromistis, bahkan 

dikhawatirkan dapat menjadi payung hukum untuk melegalkan 

perzinaan. Pada dasarnya, adanya perkawinan bagi perempuan hamil 

dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tidak lepas dari pendekatan 

akomodatif terhadap hukum adat. Kompromi ini dimaksudkan untuk 

mendekatkan hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Hal ini 

dapat dilihat sebagai upaya mengislamisasikan hukum adat sambil 

mendekatkan hukum adat ke dalam ajaran Islam.
54

 Dengan memadukan 

nilai-nilai dari kedua sistem hukum ini, diharapkan tercipta norma-norma 

yang selaras secara filosofis dan sosiologis, mencerminkan rasa keadilan 

dan kemanusiaan, serta relevan dengan dinamika modernisasi dan 

globalisasi. Tujuannya adalah untuk membina keutuhan, keseimbangan, 

kerukunan, dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.  
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Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur sanksi atau 

hukuman bagi pelaku perzinaan, pasal ini pada dasarnya berfungsi 

sebagai jalan keluar hukum bagi individu yang hamil karena zina, 

dengan memfasilitasi percepatan proses perkawinan.
55

 Perkawinan 

semacam ini sering kali dilangsungkan saat perempuan yang 

bersangkutan sedang hamil karena hubungan di luar nikah. Hal tersebut 

dilakukan dengan berbagai tujuan, yaitu untuk menutupi aib keluarga 

atau karena kekhawatiran keluarga pihak wanita bahwa pria yang telah 

menghamilinya akan lari dari tanggungjawab, mengingat tidak sedikit 

kasus di mana pria yang menghamili seorang wanita di luar kawin 

memilih untuk menghindar. Meskipun Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) menuai kontroversi, argumen-argumen logis yang mendasarinya 

membuatnya tetap relevan untuk diterapkan di tengah masyarakat 

Indonesia. Penting untuk diketahui bahwa perkawinan bagi wanita yang 

sedang hamil hanya diperbolehkan dengan laki-laki yang bertanggung 

jawab atas kehamilannya.
56

  

Kumpulan keputusan hukum Islam ini merupakan hasil 

kesepakatan para ulama di Indonesia, dikenal sebagai Kompilasi Hukum 

Islam. Meskipun kehamilan terjadi di luar nikah, Pasal 53 Kompilasi 

Hukum Islam tidak menghapus status zina bagi pelakunya. Sementara 

itu, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak yang sah 

sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Meskipun demikian, 

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak di luar nikah 

hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.
57
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3. Pandangan Ulama Madzhab Tentang Hukum Perkawinan Hamil di Luar 

Kawin  

a. Madzhab Hanafiyah  

Pernikahan dengan wanita hamil karena hubungan di luar 

kawin adalah sah, dengan ketentuan bahwa hubungan badan (wathi‟) 

tidak boleh terjadi sebelum kelahiran. Penjelasan mengenai hal ini 

termuat dalam literatur Madzhab Hanafiyah:  

ا الْبَلاَ  لُّ وَطْؤُىَا حَتََّّ تَضَعَ حَمْلَهَا أمََّ  58مِنَ الزِّناَ فإَِنَّوُ حَلَّ نِكَاحُهَا وَلَا يََِ
Artinya: Adapun wanita yang hamil karena zina, maka sesungguhnya 

sah pernikahannya, namun tidak halal (baginya) untuk disetubuhi 

sampai ia melahirkan kandungannya.
59

 

 

Imam Abu Hasan „Ali bin Husain dalam kitab An-Nutf fi al-

Fatawa, menyatakan bahwa menikahi wanita hamil akibat zina adalah 

sah. Akan tetapi, seorang suami dilarang menyetubuhinya sampai 

wanita itu melahirkan.  

Pandangan tersebut sejalan dengan keterangan dalam kitab 

Mujma‟ Al-Anhar Syarh Multaqal Abhar karya Imam „Abd al-

Rahman bin Muhammad bin Sulayman, sebuah rujukan penting dalam 

Madzhab Hanafi, memberikan keterangan terperinci mengenai 

permasalahan menikahi wanita hamil karena zina: 

يَصِحُّ نِكَاحُ الْحاَمِلِ مِنَ الزِّناَ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ النِّكَاحُ ممَّنْ قَدْ وَطِئَ هَا، فاَت َّفَقَ 
تِوِ. وَمَعَ ذَلِكَ لَا يََُوزُ للِزَّوْجِ مُعَاشَرَتُ هَا حَتََّّ تلَِدَ.  عُلَمَاءُ الْحنََفِيَّةِ عَلَى صِحَّ

لنَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ باِلِله وَالْيَ وْمِ وَىَذَا اسْتِنَادًا إِلَى قَ وْلِ ا
60.يَسْقِ مَاءَهُ زَرعَْ غَيْرهِ فَلَْالْْخِرِ 
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Menurut Abd Al-Rahman menyatakan perkawinan wanita 

yang hamil karena zina dapat dianggap sah, terutama jika 

pasangannya adalah laki-laki yang bertanggung jawab atas 

kehamilannya. Para ulama Hanafi sepakat akan keabsahan pernikahan 

ini. Namun, meskipun pernikahan tersebut sah, tidak diperbolehkan 

bagi suami untuk menggauli istrinya hingga wanita tersebut 

melahirkan. Larangan ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad 

SAW. yang berbunyi, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari 

akhir, maka dilarang baginya untuk menyirami tanaman milik orang 

lain dengan airnya.
61

  

Implementasi fiqih dalam praktiknya, setelah wanita yang 

hamil karena zina melahirkan, masa iddah (masa tunggu) bagi wanita 

tersebut dimulai. Setelah iddah selesai, barulah suami diperbolehkan 

untuk menggaulinya secara sah, karena rahimnya telah bersih dari 

keraguan nasab sebelumnya.  

b. Madzhab Maliki  

Pernikahan wanita yang hamil di luar kawin (zina) dianggap 

batal atau tidak sah. Status kehamilan tersebut dianggap setara dengan 

kondisi wanita yang sedang menjalani masa iddah setelah suaminya 

meninggal dunia. Kitab Al-Mudawwanah karya Imam Malik bin 

Anas:  

قُ لْتُ: أرَأَيَْتَ الْمَرْأةََ يُ زَوِّجُهَا الزَّوْجُ نِكَاحًا حَراَمًا، فَدَخَلَ بِِاَ زَوْجُهَا 
هَا، أيََكُونُ لوَُ أَنْ يُ زَوِّجَها الرَّجُلُ بَ عْدَ ذَلِكَ؟ ْفَجَامَعَهَا، ثَُُّ طلََّقَهَا أوَْ مَاتَ عَن ْ

هَا زَوْجٌ   قاَلَ: أرََى أنََّوُ ليَْسَ لَوُ أَنْ يُ زَوِّجَهَا تَضَّ اَ اف ْ كَمَا يُ زَوِّجُ الرَّجُلَ؛ لِأنَ َّهَا إِنََّّ
؟ ْوَإِنْ كَانَ نِكَاحًا فاَسِدًا، أَلَا تَ رَى أنََّوُ نِكَاحٌ يَ لْحَقُ بِوِ الْوَلَدُ وَيدُْرأَُ بِوِ الحَْدُّ

فِيوِ، وَجُعِلَتْ فِيوِ  قاَلَ مَالِكٌ: وَتَ عْتَدُّ مِنْوُ في بَ يْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُ 
                                                                                                                  
Hamid (Beirut: Dar Ihya‟ al-Sunnah al-Nabawiyyah, n.d.), Kitab al-Nikah, bab fi nikah al-hamil, 

no. 2155. 
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ةِ في النِّكَاحِ الحَْلَالِ، وَىَذَا كَذَلِكَ عِنْدَ خَلْفِ الزِّناَ في تَ زْوِيجِ أبَيِوِ  ةُ كَالْعِدَّ الْعِدَّ
62ْ.إِيَّاىَا

Artinya: Saya bertanya (kepada Malik): Bagaimana pendapatmu 

tentang seorang wanita yang dinikahi oleh suaminya dengan 

pernikahan yang haram (fasid), lalu suaminya menggaulinya, 

kemudian dia diceraikan atau suaminya meninggal dunia: Apakah 

wanita tersebut sama kedudukannya dengan perawan, sehingga tidak 

ada masa iddah baginya? Imam Malik bin Anas menjawab: Tidak, 

bahkan dia sama kedudukannya dengan wanita yang suaminya 

meninggal dunia dalam pernikahan yang sah, dan wanita tersebut 

wajib menjalani masa iddah. Ini seperti kasus wanita pezina yang 

dinikahkan oleh ayahnya.
63

  

 

Dalam kutipan ini, Imam Malik dengan tegas menjelaskan 

bahwa meskipun pernikahan itu dianggap haram (fasid), jika telah 

terjadi persetubuhan (digauli), maka wanita tersebut tetap wajib 

menjalani masa iddah. Beliau berpendapat bahwa status wanita 

tersebut setara dengan wanita yang ditinggal mati suaminya dalam 

pernikahan yang sah, yang mana wajib menjalankan masa iddah. Hal 

ini juga dianalogikan dengan kasus wanita pezina yang dinikahkan 

oleh ayahnya, yang menunjukkan bahwa iddah tetap berlaku untuk 

menjaga kejelasan nasab dan status hukum, meskipun ada cacat pada 

akad awal atau latar belakangnya.  

Keterangan ini menyoroti pentingnya masa iddah dalam 

Madzhab Maliki, terutama untuk memastikan kebersihan rahim dan 

kejelasan nasab setelah adanya persetubuhan, sekalipun dalam akad 

yang tidak sempurna atau fasid.  

c. Madzhab Syafi‟i  

Perkawinan wanita yang hamil karena zina dinilai sah secara 

hukum. Keabsahan pernikahan tersebut tidak bergantung pada apakah 

yang menikahi wanita itu adalah laki-laki yang menghamilinya atau 
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orang lain. Argumen utama adalah bahwa anak dalam kandungan 

tidak memiliki ikatan nasab dengan siapa pun. Dengan demikian, 

suami diperbolehkan untuk langsung menggauli istrinya, bahkan saat 

hamil, karena tidak ada kekhawatiran tentang menyiram benih milik 

orang lain.  

امِلِ مِنَ الزِّناَ لِأَنَّ حَمْلَهَا لَا يَ لْحَقُ بأَِحَدٍ مِنْ حَملََةِ الْفِراَشِ، وَيََُوزُ نِكَاحُ الحَْ 
 .64فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِوِ 

Artinya: Dan diperbolehkan menikahi perempuan yang hamil karena 

hubungan di luar kawin (zina), karena kehamilannya tidak dinasabkan 

kepada siapa pun dari pemilik ranjang (yang sah). Maka 

keberadaannya (janin itu) adalah seperti ketiadaannya.  

 

Argumen utama dari sahnya perkawinan hamil di luar nikah 

adalah bahwa anak yang dikandung tidak terhubung secara nasab 

dengan individu mana pun melalui perbuatan zina. Dalam syari‟at 

Islam, anak yang lahir dari zina tidak dinasabkan kepada pezina. 

Rahim wanita tersebut dianggap tidak terisi oleh benih yang memiliki 

nasab sah. Dengan demikian, suami diizinkan untuk langsung 

menggauli istrinya meskipun sedang hamil, karena tidak ada 

kekhawatiran mengenai menyiram benih orang lain yang dapat 

menimbulkan kerancuan nasab.  

Para ulama Madzhab Syafi‟iyah mayoritas berpendapat bahwa 

pernikahan wanita yang hamil karena zina adalah batal secara hukum 

(hukumnya tidak sah). Imam Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-

Ansari, seorang ulama besar Madzhab Syafi‟i, dalam karyanya Al-

Gharar al-Bahiyyah fi Syarh al-Bahjah al-Wardiyah syarah nadzam 

Buhjah al-Wardiyah, menjelaskan pandangan Madzhab Syafi‟i 

mengenai iddah untuk wanita yang hamil sebab zina: 

65: إِنَّ الْحاَمِلَ مِنَ الزِّناَ تَ عْتَدُّ بِوَضْعِ حَمْلِهَا(أي زكريا الأنصاري)قاَلَ شَيْخُنَا 
. 
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Artinya: Guru kami (yaitu Zakariya al-Ansari) berkata: Sesungguhnya 

wanita yang hamil sebab perzinaan, iddahnya adalah dengan 

melahirkan kandungannya.  

 

Kutipan ini mengukuhkan bahwa dalam Madzhab Syafi‟i, 

kehamilan akibat zina mewajibkan wanita untuk beriddah hingga 

melahirkan, sekalipun anak tersebut tidak dinasabkan kepadanya 

dalam hukum Islam.  

هُمْ إِلَى أَنَّ الزَّانيَِةَ تَ لْزَمُهَا وَذَىَبَ مَالِكٌ وَالث َّوْريُِّ وَ  أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ
راَءٍ، وَإِنْ كَانَتْ  تْ ثَلَاثةََ أقَ ْ هَةٍ، فإَِنْ كَانَتْ حَائِلًا اعْتَدَّ ةُ كَالْمَوْطوُءَةِ بِشُب ْ الْعِدَّ

تْ بِوَضْعِ الحَْمْلِ، وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَ  66ا قَ بْلَ وَضْعِ الحَْمْلِ حَامِلًا اعْتَدَّ
. 

Dalam karyanya Imam Zakariya kitab Al-Majmu‟ Syarh Al-

Muhaddab, mencatat pandangan yang disepakati oleh Rabi‟ah, Imam 

Malik, Imam Hasan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq Ra., 

yang menyatakan kewajiban menjalankan masa iddah bagi wanita 

pezina. Masa iddah bagi perempuan yang tidak hamil adalah tiga kali 

masa suci. Apabila hamil, iddah berakhir setelah melahirkan. 

Perkawinan wanita yang hamil akibat zina tidak sah hingga bayinya 

lahir.
67

  

Dalam kasus budak wanita yang hamil akibat perbuatan zina, 

bagi tuan yang baru memilikinya, dilarang untuk menggaulinya 

sebelum budak tersebut melakukan istibra‟ (pembersihan rahim) 

minimal satu siklus haid.
68

  

ةِ؛ لحَْ وَلَوْ كَانَ ا مْلُ مِنَ الزِّناَ َوَجَزَمَ الرَّوْضُل لَا بدَُّ مِن وَضْعِ الْأقَْطاَعِ الْأئَِمَّ
راَءِ ببَِ يْضَةٍ مِنْوُ فَكَانَ الْأَخْذُ. يُ ؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ: َالْقَوْلُ وَلَوْ قَ بْلَ وُضُوعِ  لِاسْتِب ْ
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ابِقِل. فإَِنْ وَضَعَ وَإِلاَّ فَلَا الحَْمْلِ مِنَ الزِّناَل شَامِلٌ لِوَطْءِ  الزِّناَ َبِقَيْدِهِ السَّ
راَءُ بتَِمَامِ الْحيَْضَةِ   69.يََْصُلُ الِاسْتِب ْ

Kutipan di atas menunjukkan bahwa yang menjadi pegangan 

dalam masalah kehamilan dari zina adalah bahwa masa iddah tidak 

dimulai sejak awal kehamilan, atau hanya berlaku selama masa 

kehamilan saja, melainkan baru dimulai setelah wanita tersebut 

melahirkan dan selesai dari masa nifas. Apabila iddah dihitung 

berdasarkan quru‟ (masa suci antar haid), maka perhitungannya 

dimulai setelah melahirkan dan nifas selesai. Namun, jika iddah 

dihitung berdasarkan bulan, maka perhitungannya dimulai segera 

setelah melahirkan, bahkan jika wanita tersebut masih dalam masa 

nifas. Penegasan ini memastikan bahwa rahim wanita telah bersih dari 

dampak kehamilan dan melahirkan sebelum dimulainya perhitungan 

iddah yang sesungguhnya, sejalan dengan prinsip menjaga nasab dan 

ketertiban hukum dalam Islam. 

d. Madzhab Hanbali  

Dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah 

menjelaskan pandangan tentang perkawinan hamil di luar nikah: 

.وَالْحاَمِلُ مِنْ الزِّناَ لَا يََُوزُ نِكَاحُهَا حَتََّّ تَضَعَ وَلَدَىَا
70  

Artinya: Dan wanita yang hamil sebab zina tidak boleh dinikahi 

hingga melahirkan anaknya.
71

  

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal 

berkeyakinan bahwa perkawinan wanita yang hamil sebab zina adalah 

batal secara hukum (tidak sah) sampai wanita tersebut melahirkan. 

Menurut Madzhab Hanbali penekanan utama adalah pada kejelasan 
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dan kemurnian rahim sebelum dilangsungkannya akad nikah, demi 

menjaga nasab. 

D. Sadd Al-Dzari’ah  

1. Pengertian Sadd Al-Dzari‟ah  

Secara harfiah sadd al-dzari‟ah dapat diartikan sebagai menutup 

jalan atau membendung sarana. Dalam konteks hukum Islam (ushul 

fiqih), sadd al-dzari‟ah yaitu metode penetapan hukum yang bertujuan 

untuk mencegah terjadinya kemudaratan atau kerusakan di masa 

mendatang dengan menghalangi perbuatan-perbuatan yang secara 

lahiriah diperbolehkan, tetapi dapat mengarah kepada hal yang dilarang.  

72 عُ  اْلدنْ عْنَٰ وَبمَِ  ثَ لَمِ ال مُ دَ وَرَ  لَلِ لخَ اْ  قُ إِغْلَا : بمعَْنَٰ  دُّ سَ لاَ 
 

Artinya: Sadd berarti menutup jalan yang dapat menyebabkan kerusakan. 

Tujuannya adalah untuk mencegah hal buruk terjadi, sehingga bersifat 

larangan atau preventif.
73

 

Pengertian dzari‟ah menurut Imam Ibnu Al-Qayyim (w. 751 H): 

لَةً وَطرَيِْ قًا اِلَى  يْئِ مَا كَانَ وَصِي ْ  74الشَّ

Artinya: “Apa yang menjadi wasilah (perantara) atau jalan menuju 

sesuatu”.
75

 

 

Pengertian dzari‟ah, menurut Imam Al-Qarafi (w. 684 H):  
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ريِ ْ لاَ  لَ لاْ  ىِيَ  عَةُ ذَّ يْءِ للِ  ةُ وَصِي ْ عً دَ  ادِ فَسَ لاْ  ئِلِ اوَسَ  ةِ ادَّ مَ  حَسْمُ : ذَلِكَ  وَمَعْنَٰ  شَّ ,ْلَوُ ا ف ْ
ْ لَةً  ةِ دَ فْسَ لْمَ ا عَنِْ لُِ اسَّ ال لُ فِعْ لاْ  نَ اكَ فَمَتََ  ذَلِكَ  مِنْ  مَنَ عْنَا ةِ دَ لْمَفْسَ  ااِلَى  وَسِي ْ

 76فِعْلِ لاْ 
Artinya: Al-dzari‟ah adalah perantara (wasilah) bagi sesuatu. Makna dari 

hal itu adalah memutuskan sumber-sumber sarana kerusakan sebagai 

upaya untuk menolaknya. Maka, kapan pun suatu perbuatan yang tidak 

mengandung mafsadah (kerusakan) menjadi perantara menuju 

kerusakan, kami mencegah perbuatan tersebut.
77

  

 

بُ فَ تْحُهَا، وَتُكْرَهُ وَ  ىَا يََِ بُ سَدُّ ريِعَةَ كَمَا يََِ تُ نْدَبُ وَتُ بَاحُ، فإَِنَّ اِعْلَمْ أَنَّ الذَّ
فَعَةٌ أَوْ مَفْسَدَةٌ. وَأَنَّ الْوَسِيلَةَ للِْوَاجِبِ وَاجِبَةٌ،  ريِعَةَ ىِيَ الْوَسِيلَةُ لِمَا فِيوِ مَن ْ الذَّ

 78وَوَسِيلَةَ الْمُحَرَّمِ لُزَرَّمَةٌ 
Artinya: Ketahuilah bahwa sarana (dzari‟ah) sebagaimana wajib ditutup, 

juga wajib untuk dibuka. Dzari‟ah dapat menjadi makruh, sunah, dan 

mubah. Sesungguhnya, sarana (dzari‟ah) adalah perantara untuk 

mencapai sesuatu yang mengandung manfaat atau kerusakan. Dan 

sesungguhnya, sarana untuk sesuatu yang wajib itu hukumnya wajib, 

sedangkan sarana untuk sesuatu yang haram itu hukumnya haram.
79

 

 

Berdasarkan pandangan Imam Al-Qarafi, konsep al-dzari‟ah 

memiliki kedudukan yang netral dan tidak hanya berfokus pada aspek 

larangan. Al-Qarafi mengklasifikasikan al-dzari‟ah menjadi tiga 

kategori: Pertama, yang harus ditutup. Kedua, yang harus dibuka. Ketiga, 

yang masih menjadi perdebatan antara harus ditutup atau dibuka.
80

 

Dengan demikian, al-dzari‟ah tidak selalu identik dengan hukum yang 

melarang, tetapi juga berhubungan dengan tindakan yang diperbolehkan. 
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2. Dasar Hukum Sadd Al-Dzari‟ah  

Al-Qur‟an Surat Al-An‟am ayat 108, Allah SWT. berfirman: 

 81وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الِله فَ يَسُبُّواْ الَله عَدْوًا بغَِيْرِ عِلْمٍ 
Artinya: “Dan janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka 

sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan 

melampaui batas tanpa dasar pengetahuan”. (Q.S. Al-An‟am: 108).
82

  

 

Ayat tersebut menceritakan tentang larangan mencaci maki 

sesembahan orang musyrik. Sedangkan, tujuan mencaci maki itu baik, 

yaitu untuk membela Allah. Namun, Allah melarang perbuatan itu karena 

dapat menimbulkan akibat yang lebih buruk, yaitu orang-orang musyrik 

balik menghina Allah. Dari sini, yang dilarang bukan sekadar menghina 

sesembahan orang kafir. Larangan ini justru karena Allah melihat 

dampak buruk yang bisa muncul dari perbuatan itu. Allah melarang 

perbuatan yang awalnya baik, supaya kita terhindar dari akibat buruknya 

di kemudian hari. Inilah yang disebut dengan prinsip sadd al-dzari‟ah, 

yaitu menutup jalan yang bisa mengarah pada keburukan.  

Dalil sadd al-dzari‟ah dalam hadit riwayat Sunan Ibnu Majah, 

kitab tentang hukum-hukum, bab tentang hutang, nomor 2432:  

هَا، وَلاَ  ابَّةِ، فَلَا يَ ركَْب ْ رَضَ أَحَدكُُمْ قَ رْضًا، فَأَىْدَى إلِيَْوِ، أَوْ حَملََوُ عَلَى الدَّ إِذَا أقَ ْ
نَ هُمَا قَ بْلَ ذَلِكَ   83يَ قْبَلْ ىَدِي َّتَوُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَ ي ْ

Artinya: Apabila salah seorang di antara kalian memberikan pinjaman, 

lalu (orang yang berutang) memberikan hadiah kepadanya atau 

memboncengnya di atas hewan tunggangannya, maka janganlah ia 

menaikinya dan janganlah ia menerima hadiahnya, kecuali jika hal itu 

memang sudah menjadi kebiasaan di antara mereka sebelum itu.  
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Hadits ini menjelaskan, bahwa pemberian hadiah dari pihak yang 

berhutang kepada pemberi hutang selama masa hutang dikhawatirkan 

menjadi dzari‟ah (jalan) menuju praktik riba atau pengambilan manfaat 

yang terselubung dari hutang. Dikhawatirkan hadiah tersebut dapat 

dianggap sebagai tambahan atau imbalan atas pinjaman, yang merupakan 

esensi dari riba. Para ulama menggunakan hadits ini sebagai salah satu 

dasar dalam menerapkan prinsip sadd al-dzari‟ah, yaitu mencegah 

perbuatan yang secara lahiriah mubah (boleh) tetapi berpotensi 

mengantarkan kepada yang haram (riba).  

3. Kaidah Fiqhiyyah Sadd Al-Dzari‟ah  

a. Kaidah Pertama  

 84الَضَّرَرُ يُ زاَلُ 
Artinya: Kemadaratan harus dihilangkan.

85
  

 

b. Kaidah Kedua  

رُ بِقَدَرىَِا  86الَضَّرُوْرَةُ تُ قَدَّ
Artinya: Keadaan darurat harus dinilai sesuai dengan kadarnya.

87
  

c. Kaidah Ketiga  

مٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ   88دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّ

Artinya: Menghindari kerusakan (mafsadah) didahulukan daripada 

meraih kebaikan (mashlahah).
89
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d. Kaidah Keempat  

90لَا ضَرَرَ وَلَا ضِراَرَ 
 

Artinya: Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun 

orang lain.  

e. Kaidah Kelima 

هِمَادَتاَنِ، رُ سَ فْ مَ إِذَا تَ عَارَضَ   91 وْعِيَ أعَْظَمُهُمَا ضَرَراً باِرْتِكَابِ أَخَفِّ
Artinya: Apabila ada dua kerusakan saling berhadapan, maka 

dihindarilah yang paling besar kerusakannya dengan mengambil yang 

paling ringan kerusakannya.
92

  

4. Penerapan Sadd Al-Dzari‟ah 

Imam Ibnu Al-Qayyim sering menerapkan prinsip sadd al-

dzari‟ah sebagai dasar dalam pembentukan hukum. Penekanan terhadap 

prinsip ini dapat ditemukan dalam salah satu karya beliau, kitab Zad al-

Ma‟ad: 

ْلِْ ْوَلِِذََا ْللِذَريِ  عَةِ كَْانَْسَدًّا ْإِنََّاَ ْالراَجِحَةِْوَتََ ريِ ُْا لَحريِ رِ لَحَةِ ْوَال مَص  ْوَللِ حَاجَةِ لنِّسَاءِ
ْالراَجِحَةُْْ لَحَةُ ْوَال مَص  ْا لحاَجَةِ ْعِن دَ ْيُ بَاحُ ْفإَِنوَُ ْالذَراَئِعِ ْلِسَدِّ ْحُرِّمَ ْمَا ْقاَعِدَةٌ وَىَذِهِ

ْ عُو  ْمَاْتَد  ْا لفِع لِْوَأبُيِ حَْمِن وُ ْلِذَريِ  عَةِ ا ْسَدًّ ْالنَظرَُ لَحَةِْكَمَاْحُرِّمَ ْوَال مَص  ْا لحاَجَةُ إلِيَ وِ
ْال مُشَابَ هَةِْ ْلِذَريِ  عَةِ ا ْسَدًّ يِ ْالنَ ه  قاَتِ ْأَو  ْفِِ ْباِلصَلَةِ ْالتَ نَ فُّلُ ْحُرِّمَ ْوكََمَا الراَجِحَةِ
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ْا لفَض لُْ لَحَةِْالراَجِحَةِْوكََمَاْحُرِّمَْربِاَ ْللِ مَص  سِْوَأبُيِ حَت  ْبِعُبَادِْالشَم  اْْالصُّوَريِةَِ سَدًّ
عُوْإلِيَ وِْالحاَجَةُْمِنَْا لعَراَياَ 93.لِذَريِ  عَةِْربِاَْالنَسِي ئَةِْوَابُيِ حَْمِن وُْمَاْتَد 

 

Penerapan prinsip sadd al-dzari‟ah (pencegahan terhadap 

keburukan) seringkali mewujud dalam bentuk pelarangan terhadap hal-

hal yang asalnya diperbolehkan (mubah). Tujuannya adalah untuk 

menghindarkan dari konsekuensi buruk yang mungkin timbul dari 

perbuatan tersebut. Meskipun demikian, prinsip ini tidak bersifat mutlak, 

terdapat pengecualian ketika ada kebutuhan mendesak atau 

kemashlahatan yang lebih besar yang menghendaki dibolehkannya hal 

yang semula dilarang. Contoh-contoh seperti larangan sutra bagi pria, 

larangan memandang wanita bukan mahram, larangan shalat sunnah di 

waktu terlarang, dan larangan riba fadhl, beserta pengecualiannya dalam 

kondisi tertentu, mengilustrasikan fleksibilitas sadd al-dzari‟ah dalam 

mengakomodasi kebutuhan dan kemashlahatan yang lebih utama dalam 

hukum Islam.  

Prinsip penting dalam penerapan sadd al-dzari‟ah yaitu meskipun 

tujuan dari sadd al-dzari‟ah adalah untuk mencegah keburukan dengan 

menghalangi sarana-sarana yang dapat mengarah kepadanya, prinsip ini 

tidak berlaku secara mutlak. Apabila terdapat suatu kemashlahatan 

(mashlahah) yang dianggap lebih kuat (rajihah) dibandingkan dengan 

potensi keburukan yang ingin dicegah melalui sadd al-dzari‟ah, maka 

dahulukan kemashlahatan yang lebih kuat tersebut. Sebagaimana kutipan 

dari salah satu karya Ibnu Al-Qayyim:  

ْعَلَي وِْ لَحَةٌْراَجِحَةِْقُدِّمَت  ْالِذَراَئِعِْإِذَاْعَارِضُوُْمَص   94.وَقاَعِدَةُْباَبِْسَدُّ

                                                           
93

 Muḥammad bin Abī Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lām al-Mūwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn, 

Vol. 3, ed. Muḥammad 'Abd al-Salām Ibrāhīm (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 160-161 

(Faṣl: Mā Ḥurrima li-Saddi al-Dharī'ah Yubāḥu 'inda al-Ḥājah). 
94

 Muḥammad bin Abī Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lām al-Mūwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn, 

Vol. 3, ed. Muḥammad 'Abd al-Salām Ibrāhīm (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 160 

(Faṣl: Mā Ḥurrima li-Saddi al-Dharī'ah Yubāḥu 'inda al-Ḥājah). 



51 

 

 

 

Artinya: Dan kaidah dalam bab sadd al-dzari‟ah (menutup jalan 

keburukan) adalah, apabila bertentangan dengannya suatu kemaslahatan 

yang lebih kuat, maka kemaslahatan tersebut didahulukan atasnya.
95

 

 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pencegahan 

keburukan dipertimbangkan bersamaan dengan pencapaian 

kemashlahatan. Ketika suatu kemashlahatan memiliki nilai dan dampak 

yang lebih besar, maka pertimbangan kemashlahatan tersebut dapat 

mengalahkan pertimbangan sadd al-dzari‟ah. 

Kitab I‟lam Al-Muwaqqi‟in juga menjelaskan serupa, Ibnu Al-

Qayyim menyebutkan:  

ْبوِِْمَصْ  ْتَض مُنُْلَِِنَْباَبَْسَدَْالذَراَئعِِْمَتََْفاَتَت  سَدَة ْْراَجِحَة ْْلَحَةٌْراَجِحَةٌْْاوَ  مَف 
ْإلِيَ وِْ يَ ل تَفِت   96.لََْ 

Artinya: Karena sesungguhnya sadd al-dzari‟ah (menutup jalan 

keburukan), kapan saja dengannya terlewatkan suatu kemashlahatan yang 

lebih kuat, atau mengandung suatu kerusakan yang lebih kuat, maka itu 

tidak diperhatikan.
97

 

 

Kutipan tersebut menegaskan batasan dan prioritas dalam 

penerapan sadd al-dzari‟ah. Prinsip pencegahan keburukan melalui 

penghalangan sarana tidak boleh diterapkan jika mengakibatkan 

hilangnya suatu kemashlahatan yang lebih besar atau justru menimbulkan 

kerusakan yang lebih besar. Dalam kondisi seperti itu, pertimbangan 

kemashlahatan atau pencegahan kerusakan yang lebih besar akan 

didahulukan daripada penerapan sadd al-dzari‟ah. Ini menunjukkan 

bahwa sadd al-dzari‟ah merupakan prinsip yang kontekstual dan harus 

dipertimbangkan bersamaan dengan prinsip-prinsip hukum Islam 
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lainnya, terutama prinsip kemashlahatan (mashlahah) dan pencegahan 

kerusakan (dar‟ul mafasid).  

5. Macam-Macam Sadd Al-Dzari‟ah  

Imam Ibnu Al-Qayyim mengategorikan empat jenis sadd al-

dzari‟ah, yakni:  

a.  َ98ملْمُحَرَّ  اإِلَى ا قَطْعً ي يُ فْضِ ا م  

Suatu tindakan yang pasti mendatangkan mafsadah 

(kerusakan) atau mengarah pada keharaman. Jenis dzari‟ah yang 

paling kuat. Perbuatan yang secara pasti dan tidak bisa dihindari 

akan menyebabkan terjadinya perbuatan haram. Contoh: Menjual 

anggur kepada pembuat khamr (minuman keras). Dalam kondisi 

normal, penjualan ini pasti digunakan untuk membuat khamr yang 

jelas haram hukumnya. Maka, perbuatan ini dilarang. 

b.  َ99 ملْمُحَرَّ ا إِلَى باً لِ اغَ ي يُ فْضِ ا م
 

Suatu tindakan yang kemungkinan besar mengarah pada  

keharaman. Jenis dzari‟ah ini adalah perbuatan yang besar 

kemungkinan akan mengantarkan kepada perbuatan haram, 

meskipun tidak sampai derajat kepastian. Contoh: Berkhalwat 

(berdua-duaan) antara seorang pria dan wanita yang tidak memiliki 

hubungan mahram. Meskipun tidak selalu berujung pada perbuatan 

zina, namun kondisi ini sangat berpotensi untuk terjadinya perbuatan 

tersebut. Oleh karena itu, perbuatan ini dilarang sebagai langkah 

preventif.  
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c.  َ100 ملْمُحَرَّ  اإِلَى ا رً ادِ نَ  ييُ فْضِ ا م
 

Jenis dzari‟ah ini adalah perbuatan yang berkemungkinan 

kecil untuk menyebabkan perbuatan haram. Dalam kasus ini, 

menurut Ibnu Al-Qayyim dan mayoritas ulama, sadd al-dzari‟ah 

tidak diterapkan karena potensi bahayanya sangat kecil dan 

pencegahannya dapat menimbulkan kesulitan atau menghilangkan 

mashlahah yang lebih besar. Contoh: Menjual senjata pada masa 

damai, meskipun kemungkinan kecil senjata tersebut disalahgunakan 

untuk kejahatan.  

d.  َ101 ملْمُحَرَّ ا دِ صْ لْقَ ا مِنَ  إلِيَْوِ ي يُ فْضِ ا لِمَ  يَُْرَمُ  لَكِنْ  صْلِ لَأَ  افي  حٌ ا مُبَ  ىُوَ ا م
 

Suatu tindakan yang pada asalnya dibolehkan (mubah), tetapi 

dilarang karena adanya maksud yang haram. Jenis ini merujuk pada 

perbuatan yang pada dasarnya tidak dilarang, namun menjadi haram 

karena adanya niat atau tujuan yang haram di balik perbuatan 

tersebut. Contoh: Melakukan akad nikah tahlil (tindakan menikahi 

wanita yang telah ditalak secara talaq ba‟in kubra oleh suaminya, 

agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami pertamanya). 

Akad nikahnya secara dhahir sah, namun karena adanya niat yang 

haram (menghalalkan kembali wanita yang telah ditalak tiga tanpa 

melalui pernikahan yang sebenarnya), maka akad nikah tahlil 

menjadi haram.
102
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6. Pandangan Ulama Tentang Sadd Al-Dzari‟ah 

a. Ulama yang setuju secara keseluruhan sadd al-dzari‟ah untuk 

menetapkan hukum yaitu madzhab Maliki dan madzhab Hanbali.  

Madzhab Maliki menggunakan sadd al-dzari‟ah bersumber 

dari pemahaman mereka terhadap ayat Al-Qur‟an, seperti dalam Surat 

Al-An‟am ayat 108. Ulama tersebut melihat prinsip ini sebagai cara 

efektif untuk mencegah terjadinya kemafsadatan yang lebih besar. 

Imam Al-Qarafi dan Imam Syathibi dalam karya-karya mereka secara 

mendalam membahas dan memperluas sadd al-dzari‟ah dalam 

berbagai permasalahan fiqih dan ushul fiqih. Imam Al-Qurthubi 

bahkan menegaskan bahwa berpegang pada sadd al-dzari‟ah adalah 

ciri khas madzhab Maliki dan para pengikutnya,
103

 yang mereka 

terapkan dalam kasus seperti jual beli yang ditangguhkan dan jual beli 

makanan yang belum berwujud.  

Madzhab Hanbali juga mengakui dan menggunakan prinsip 

sadd al-dzari‟ah sebagai dasar penetapan hukum. Ulama terkemuka 

Hanbali seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan 

Al-Zarkasyi menegaskan pentingnya menutup celah yang dapat 

mengarah pada perbuatan haram. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim 

bahkan memberikan perhatian khusus dan pembahasan yang luas 

mengenai sadd al-dzari‟ah dalam karya-karya mereka, seperti Majmu‟ 

Fatawa dan I‟lamul Muwaqqi‟in. Hal ini menunjukkan bahwa ulama 

Hanbali sejalan dengan ulama Maliki dalam mengadopsi dan 

menerapkan sadd al-dzari‟ah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang 

dilarang oleh syari‟at.
104

 

b. Ulama tidak menerima sepenuhnya sadd al-dzari‟ah menjadi metode 

penetapan hukum, yaitu madzhab Hanafi dan madzhab Syafi‟i.  
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Madzhab Hanafi dan Syafi‟i memiliki pendekatan yang lebih 

selektif terhadap sadd al-dzari‟ah. Ulama Hanafi, seperti Ibnu Najim, 

mengakui prinsip pencegahan kerusakan ( ِدَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْب

-yang memiliki hubungan erat dengan prinsip sadd al (الْمَصَالِحِ 

dzari‟ah. Mereka menerapkannya dalam kasus-kasus tertentu, seperti 

larangan berhias bagi perempuan yang sedang dalam menjalani masa 

iddah wafat suami, untuk mencegah timbulnya fitnah karena wanita 

tersebut tidak boleh dinikahi selama masa iddah.
105

 Kaidah ushul 

fiqihnya, kerusakan itu harus dihilangkan ( ُالَضَّراَرُ يُ زاَل), menjadi 

landasan pemikiran ini. 

Imam Syafi‟i juga menerapkan sadd al-dzari‟ah dalam 

beberapa kasus, seperti larangan menghalangi aliran air ke lahan 

pertanian karena dianggap menghalangi rezeki yang dihalalkan Allah. 

Namun, beliau lebih berhati-hati dan menolak penerapannya dalam 

kasus lain, seperti memperbolehkan jual beli hewan hamil dengan 

persetujuan kedua pihak.
106

 Perbedaan mendasar antara Imam Syafi‟i 

dan Imam Hanafi dengan Imam Maliki dan Imam Hanbali terletak 

pada penekanan terhadap niat dalam transaksi. Imam Syafi‟i dan 

Imam Hanafi lebih fokus pada akad yang sah secara lahiriah dengan 

terpenuhinya rukun dan syarat, menyerahkan urusan niat kepada 

Allah.  

Kaidah yang apabila dari perilaku tidak terdapat indikasi 

menampakkan niat, berlakulah:  

يَةُ لاَ  اللِْْمِرِ اأَوَ  في  عْتَبَ رَ مُ الَْ   107 لَّفْظُ الوَ  سْمُ لْاِ اَ  ادِ عِبَ لاْ  أمُُوْرِ  في  لْمُعْتَبَ رَ اوَ  ن َّ
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Artinya: “Yang diperhatikan dalam perintah Allah adalah niat, dan 

yang diperhatikan dalam urusan hamba-Nya adalah pengucapannya”.  

 

Namun, apabila orang membuat akad bisa disimpulkan 

memiliki tujuan dari adanya hal, berlakulah kaidah:  

 108 اني بَ مَ الْ وَ  اظِ فَ لْ الْأَ  بِ  لَا اني عَ مَ الْ بِ  ةُ رَ ب َ عِ لْ اَ 
Artinya: “Yang menjadi landasan pertimbangan yaitu makna 

(maksud/tujuan), bukan dari pengucapan dan bentuk”. 

 

Sementara itu, Imam Maliki dan Imam Hanbali menjadikan 

niat dan tujuan sebagai pertimbangan utama dalam menilai keabsahan 

suatu tindakan. Imam Syafi‟i juga cenderung menolak sadd al-

dzari‟ah yang hanya didasarkan pada ijtihad bil ra‟yi (logika semata) 

kecuali melalui qiyas, dan lebih mengedepankan makna dzahir dari 

nash syariat.
109

  

c. Ulama yang menolak secara mutlak sadd al-dzari‟ah sebagai metode 

penetapan hukum yaitu madzhab Dzahiriyyah.  

Penolakan didasarkan pada prinsip utama mereka yang hanya 

menerima makna tekstual dari Al-Qur‟an dan Sunnah. Mereka 

beranggapan bahwa sadd al-dzari‟ah, merupakan hasil penyimpulan 

terhadap perbuatan yang masih berupa dugaan (meskipun kuat), 

adalah produk pemikiran manusia semata dan tidak memiliki dasar 

nash yang langsung. Ibnu Hazm dalam kitabnya “Al-Ihkam fi Ushul 

Al-Ahkam”,
110

 secara khusus menolak sadd al-dzari‟ah dengan 

beberapa alasan, di antaranya adalah kelemahan sanad dan makna 

hadits tentang penggembala, penolakan ijtihad berdasarkan 

pertimbangan kemashlahatan, dan keyakinan bahwa hukum syari‟at 

hanya bersumber dari Al-Qur‟an, Hadits, dan ijma‟. Mereka 
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berpegang pada firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 116 yang 

melarang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu berdasarkan 

perkiraan bohong.  

Ibnu Hazm sendiri dalam beberapa kesempatan tampak 

menggunakan logika sadd al-dzari‟ah, seperti dalam pengharamannya 

terhadap jual beli barang yang jelas akan digunakan untuk maksiat 

karena mendatangkan kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa 

penolakan mutlak madzhab Dzahiriyah terhadap sadd al-dzari‟ah 

mungkin tidak sepenuhnya konsisten dalam implementasinya. 

Meskipun secara prinsip menolak sadd al-dzari‟ah sebagai metode 

istinbath, para ulama Dzahiriyah, termasuk Ibnu Hazm, terkadang 

secara praktis menerapkan pertimbangan pencegahan kerusakan dalam 

beberapa kasus yang jelas dan nyata dampaknya.
111
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